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Abstrak
MKRI adalah badan pemerintahan baru yang dibentuk berdasarkan
berdasarkan Perubahan Ketiga UUD NR1 1945. Sesuai dengan itu maka artikel ini
membahas tentang fungsi seyogyanya yang mendasari kewenangan MKRI dalam
menguji konstitusionalitas undang-undang. Sesuai dengan isu tersebut maka
artikel ini berargumen bahwa MKRI harus diposisikan sebagai human rights court
manakala menjalankan kewenanganya untuk menguji konstitusionalitas undang-
undang. Fungsi MKRI sebagai human rights court menjustifikasi eksistensinya
dan juga mempreskripsi prinsip operasionalnya. Hal ini bermakna bahwa
dalam menguji konstitusionalitas undang-undang MKRI seyogyanya memajukan
perlindungan HAM melalui judicial policy dan interpretasi konstitusinya.
Kata-kata Kunci: MKRI; Fungsi; Human Rights Court
Abstract
MKRI is a new governmental body which was established under the Third
Amendment of the UUD NRI 1945. This article examines its proper function which
underlies its jurisdiction to review the constitutionality of legislation. According to
the issue, this article argues that MKRI should be treated as a fiuman rights court
whenever it undertakes its jurisdiction to review the constitutionality of legislation.
The function of the MKRI as a human rights court justifies its existence and also
prescribes principles for its operation. It means that in reviewing the constitutionality
of legislation the MKRI should enhance the protection of human rights through its
judicial policy and constitutional interpretation.
Key Words: MKRI; Function; Human Rights Court
